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ABSTRACT  
The position of factoring company in customer breach of contracts. Factoring is 

a finance activity which buying the short term receivable of a company including 
charges of it. Transfer of receivables in a factoring agreement consist of several party, 
there are the client, the client of factoring company and costumers party. Receivables 
that arise from a transaction trade between the client and costumers party, because it 
needs capital to the company, the client can sell their receivable to the companies’ 
factor. The Research that have done with this writing is an normative legal study. This 
journal will explain about the position of factoring company during on transfer of 
receivables in an agreement of factoring. On the other hand this journal also explains 
about the legal consequences that will occur if the debtor breach of contracts in 
agreement of factoring. The purpose of this research is to know and understand the 
positions of factoring company party at transfer of receivable in agreement of factoring, 
and to know and understand about the consequence if debtor breach of contract in 
agreement of factoring. The position of factoring company party in transfer of 
receivable in transfer of receivable in factoring agreement as new creditor base on 
article 1400 of civil law book. The consequence that will occur in debtor breach of 
contract in factoring agreement, depends on type of factoring agreement that choose by 
every party, if every party choose kind of resource factoring it will cause debtor breach 
of contract will responsible for customer party because of its inefficient, if every party 
chose kind of factoring agreement without recourse factoring it will makes only the 
factoring company takes the responsible for the inability of debtor party. 
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ABSTRAK 

Kedudukan perusahaan anjak piutang dalam hal pihak nasabah wanprestasi. 
Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang 
jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Peralihan 
piutang dagang dalam perjanjian anjak piutang terdiri beberapa pihak yaitu pihak klien, 
pihak perusahaan anjak piutang, dan pihak nasabah. Piutang dagang yang timbul dari 
transaksi perdagangan antara pihak klien dengan pihak nasabah, karena memerlukan 
modal untuk perusahaannya, pihak klien boleh menjual piutang dagangnya kepada 
pihak perusahaan anjak piutang. Penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan 
penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Oleh karena itu tulisan ini akan 
menjelaskan tentang kedudukan perusahaan anjak piutang pada pengalihan piutang 
dalam perjanjian anjak piutang, disamping itu tulisan ini akan menjelaskan akibat 
hukum apa yang akan timbul apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian anjak 
piutang. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami kedudukan 
pihak perusahaan anjak piutang pada pengalihan piutang dalam perjanjian anjak 
piutang, serta untuk mengetahuan dan memahami tentang akibat hukum apabila debitur 
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wanprestasi dalam perjanjian anjak piutang. Kedudukan pihak perusahaan anjak piutang 
pada pengalihan .piutang dalam perjanjian anjak piytang adalah sebagai kreditur baru, 
berdasarkan pasal 1400 KUH Perdata. Akibat hukum yang akan timbul dalam hal 
debitur wanprestasi dalam perjanjian anjak piutang tergantung jenis anjak piutang yang 
dipilih para pihak dalam perjanjian anjak piutang, apabila para pihak memilih jenis 
anjak piutang recourse factoring maka akibat hukum apabila pihak debitur wanprestasi 
pihak klien akan bertanggung jawab atas ketidakmampuan pihak nasabah, apabila para 
pihak memilih jenis anjak piutang without recourse factoring maka pihak perusahaan 
anjak piutang saja akan bertanggung jawab atas ketidakmampuan pihak debitur. 
Kata Kunci : Anjak Piutang, Piutang, Pengalihan, Perusahaan 
 
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tuntuan dari persaingan bisnis dan kondisi pasar pembeli (buyers market) 

member peluang kepada pembeli untuk selalu mendapatkan kelonggaran jangka waktu 

pelaksaaan pembayaran. Pendanaan peruahaan tidak hanya bisa didapatkan dari bank 

saja, tetapi bisa didapatkan dari lembaga bukan bank, sepeti melalui lembaga 

pembiayaan. Lembaga pembiayaan menjadi pilihan lain selain lembaga perbankan, bagi 

perusahaan dalam pendanaan usahannya. 

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 

2009, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan 

dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Pasal 2 Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga pembiayaan 

dibagi menjadi 3, meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan 

perusahaan pembiayaan infrastruktur. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Perpres no 9/2009 

tentang lembaga pembiayaan, perusahaan pembiayaan terdiri dari sewa guna usaha, 

anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang 

Perusahaan Pembiayaan mengatur juga tentang anjak piutang.  Dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/ 2006 tentang perusahaan pembiayaan, hanya 

mengatur tentang pengertian, kegiatan usaha, tata cara pendirian, kepemilikan dan 

kepengurusan, merger, akuisisi, konosiladasi perusahaan pembiayaan, dan ketentuan 

yang bersifat administratif. 

Permasalahan hukum yang akan timbul, ketika piutang dagang yang sudah 

dialihkan oleh pihak klien ke pihak perusahaan anjak piutang, dikemudian hari pada 

saat piutang tersebut sudah patut untuk di tagih oleh pihak perusahaan anjak piutang, 
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pihak nasabah tidak mampu melunasi piutang tersebut sehingga pihak nasabah 

wanprestasi. 

Sehingga akan timbul berbagai permasalahan-permasalahan hukum seperti siapa 

yang akan bertanggung jawab akan ketidakmampuan pihak nasabah untuk melunasi 

piutang yang sudah dialihkan tersebut, bagaimana akibat hukum apabila pihak nasabah 

wanprestasi dalam perjanjian anjak piutang. 

1.2  Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan ini adalah:  

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan pihak perusahaan anjak 

piutang pada pengalihan piutang dalam perjanjian anjak piutang. 

2. Untuk mengetahui dan memahami tentang akibat hukum apabila debitur 

wanprestasi dalam perjanjian anjak piutang. 

 

II. ISI MAKALAH 

2.1 Metode Penelitian 

Penilitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan penulisan karya tulis skripsi 

ini adalah merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian 

ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif.1 

Menurut Bambang Sunggono, bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian 

hukum yang didasarkan atau hanya menelaah data sekunder (data kepustakaan)2. 

  

2.2 Hasil Dan Pembahasan 

2.2.1 Kedudukan Perusahaan Anjak Piutang Pada Pengalihan Piutang Dalam 

Perjanjian Anjak Piutang 

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia  anjak piutang 

adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek 

suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. 

Dalam perjanjian anjak piutang adanya suatu transaksi jual beli piutang dagang 

antara pihak klien dengan pihak perusahaan anjak piutang, bahwa anjak piutang itu 

                                                             
1 Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Baya Publishing, 

Malang, h. 99. 
2 Bambang Sunggono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, Radja Grapindo Persada, Jakarta, h. 

83-102 
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adalah suatu penjualan piutang dagang dari suatu perusahaan (klien) kepada pihak 

perusahaan anjak piutang dengan harga yang telah didiskon, dimana piutang dagang 

tersebut berasal dari transaksi bisnis miliknya si perusahaan (klien).3 

Anjak piutang berkaitan dengan subrogasi, terlihat peralihan hak kreditur (pihak 

klien) ke pihak ketiga (pihak perusahaan anjak piutang) yang membayar kepada 

kreditur. Dalam anjak piutang pihak klien mempunyai piutang dagang kepada pihak 

nasabah, karena memerlukan modal, dan modal yang dimiliki pihak klien kurang dan 

hanya punya piutang dagang yang belum jatuh tempo, maka ada solusinya untuk 

menjual piutang dagangnya ke pihak perusahaan anjak piutang. Sehingga sifat subrogasi 

masuk dalam perjanjian anjak piutang. 

Subrogasi diatur dalam pasal 1400 KUH Perdata, subrogasi atau perpindahan 

hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membyar kepada kreditur, dapat terjadi 

karena persetujuan atau karena undang-undang 

Subrogasi memang harus dinyatakan dengan tegas karena subrogasi berbeda 

dengan pembebasan hutang. Tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada 

kreditur adalah untuk menggantikan kedudukan kreditur lama bukan membebaskan 

dibitur dari kewajiban membayar hutang kepada kreditur4 

Tujuan pihak perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran kepada pihak 

klien untuk menggantikan kedudukan pihak klien sebagai kreditur terhadap piutang 

dagang yang timbul dari transaksi perdagangan antara pihak klien dengan pihak 

nasabah. 

Berdasarkan pasal 1400 KUH Perdata tentang subrogasi kedudukan pihak 

perusahaan anjak piutang dalam perjanjian anjak piutang sebagai kreditur baru 

menggantikan kedudukan klien sebagai kreditur. Karena dalam pasal 1400 KUH 

Perdata penggantian hak-hak si berpiutang dalam hal ini pihak klien oleh pihak ketiga 

dalam hal ini pihak perusahaan anjak piutang, yang ,membayar kepada si berpiutang itu.  

Kedudukan pihak perusahaan anjak piutang akan menjadi pihak kreditur baru 

terhadap pihak nasabah dengan semua hak-hak yang melekat kepada pihak kreditur 

lama sudah dialihkan ke pihak kreditur baru yaitu pihak perusahaan anjak piutang. 

 

                                                             
3  Rinus Pantouw, 2006, Hak Tagih Factor Atas Piutang Dagang; Anjak Piutang 

(Factoring),Kencana, Jakarta h. 13 
4 Suharnoko, 2008, Doktrin Subrogasi, Novasi, Dan Cessie, Kencana, Jakarta h.9 
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2.2.2 Akibat Hukum Dalam Hal Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Anjak 

Piutang  

Akibat hukum apabila pihak debitur wanprestasi dalam perjanjian anjak piutang, 

tergantung jenis anjak piutang yang dipilih oleh pihak dalam membuat perjanjian anjak 

piutang, yaitu, berdasarkan resiko atau tanggung jawab klien. 

Jenis anjak piutang berdasarkan resiko atau tanggung jawab klien, anjak piutang 

dibagi menadi dua yaitu : 

1. Recourse Factoring, yaitu anjak piutang dimana klien akan menanggung resiko 

apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Jadi, perusahaan anjak piutang akan 

mengembalikan tanggung jawab (recourse) pembayaran piutang kepada klien atas 

piutang yang tidak tertagih dari nasabah. 

2. Without Recourse Factoring, yaitu anjak piutang di mana perusahaan anjak piutang 

yang akan menanggung resiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Jadi, 

klien tidak bertanggung jawab untuk melunasi atas piutang yang tidak tertagih dari 

nasabah.5 

Pasal 1536 KUH Perdata : “jika ia telah berjanji untuk menanggung cukup 

mampunya debitur, maka janji ini harus diartikan sebagai janji mengenai 

kemampuannya pada waktu itu, dan bukan mengenai keadaan dikemudian hari kecuali 

jika dengan tegas diperjanjikan sebaliknya” 

Jenis anjak piutang recourse factoring di Indonesia didasari oleh pasal 1536 

KUH Perdata, karena dalam pasal 1536 KUH Perdata, jika ia telah berjanji untuk 

menanggung cukup mampunya debitur, maka janji ini harus diartikan sebagai janji 

mengenai kemampuannya pada waktu itu, dan bukan mengenai keadaan dikemudian 

hari kecuali jika dengan tegas diperjanjikan sebaliknya. Arti dari pasal 1536 KUH 

Perdata ini adalah bahwa pihak penjual piutang menanggung kemampuan debitur 

dikemudan hari artinya akan meananggung resiko apabila dikemudian hari pihak debitur 

tidak mampu melunasi hutangnya terhadap perusahaan anjak piutang apabila dipertegas 

diperjanjikan oleh para pihak, sesuai dengan jenis anjak piutang recourse factoring. 

Pasal 1536 KUH Perdata juga mendasari jenis anjak piutang without recourse 

factoring karena dalam pasal tersebut bahwa pihak klien tidak bertanggung jawab atas 

ketidakmampuan pihak debitur untuk melunasi hutangnya dikemudian hari. 

                                                             
5 Sunaryo, 2009, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, h.82  
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Jadi akibat hukum yang akan timbul dalam hal debitur wanprestasi dalam 

perjanjian anjak piutang tergantung jenis anjak piutang yang dipilih para pihak dalam 

perjanjian anjak piutang, yaitu apabila para pihak memilih jenis anjak piutang recourse 

factoring maka akibat hukum apabila pihak debitur wanprestasi adalah pihak klien akan 

bertanggung jawab atas ketidakmampuan pihak nasabah melunasi hutangnya, sehingga 

pihak klien membayar hutang pihak nasabah terhadap pihak perusahaan anjak piutang, 

sehingga kedudukan kreditur akan berubah, dari pihak kreditur lama yaitu pihak 

perusahaan anjak piutang ke pihak ketiga yaitu pihak klien sebagai kreditur baru sesuai 

konsep subrogasi, dan apabila para pihak memilih jenis anjak piutang without recourse 

factoring maka pihak perusahaan anjak piutang saja akan bertanggung jawab atas 

ketidakmampuan pihak debitur yaitu pihak nasabah tidak bisa melunasi hutangnya 

terhadap pihak perusahaan anjak piutang 

 

 

III. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Kedudukan pihak perusahaan anjak piutang pada pengalihan piutang dalam 

perjanjian anjak piutang adalah sebagai kreditur baru, berdasarkan pasal 1400 

KUH Perdata mengenai subrogasi, karena dalam perjanjian anjak piutang pihak 

perusahaan anjak piutang membayar piutang dagang yang dijual oleh pihak 

klien, sehingga perubahan kedudukan kreditur, yaitu kreditur lama yaitu pihak 

klien ke pihak ketiga sebagai kreditur baru yaitu pihak perusahaan anjak piutang 

terhadap debitur pihak nasabah. 

2. Akibat hukum yang akan timbul dalam hal debitur wanprestasi dalam perjanjian 

anjak piutang tergantung jenis anjak piutang yang dipilih para pihak dalam 

perjanjian anjak piutang, yaitu apabila para pihak memilih jenis anjak piutang 

recourse factoring maka akibat hukum apabila pihak debitur wanprestasi adalah 

pihak klien akan bertanggung jawab atas ketidakmampuan pihak nasabah 

melunasi hutangnya, sehingga pihak klien membayar hutang pihak nasabah 

terhadap pihak perusahaan anjak piutang, sehingga kedudukan kreditur akan 

berubah, dari pihak kreditur lama yaitu pihak perusahaan anjak piutang ke pihak 
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ketiga yaitu pihak klien sebagai kreditur baru sesuai konsep subrogasi, dan 

apabila para pihak memilih jenis anjak piutang without recourse factoring maka 

pihak perusahaan anjak piutang saja akan bertanggung jawab atas 

ketidakmampuan pihak debitur yaitu pihak nasabah tidak bisa melunasi 

hutangnya terhadap pihak perusahaan anjak piutang 
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